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BUPATI MAGELANG 

PERATURAN BUPATI MAGELANG 
NOMOR 14 TAHUN  2012 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN  ATAS  PERATURAN  BUPATI MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2011  

TENTANG STANDARDISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN 
DAN HONORARIUM PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG            

TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MAGELANG, 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi atas implementasi standardisasi indeks 
biaya kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium 

pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 perlu 
mengubah Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan 

Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;    

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan 

Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012;   

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 

59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
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 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4338); 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan 

Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di 
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4478); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4855); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi,dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

  13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang 
Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai 

Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri 
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; 

 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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Tahun Anggaran 2011; 

  16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang 

Standar Biaya Tahun Anggaran 2012; 

  17.  Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 

tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang Lembaran Daerah 
Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21); 

  19 Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Standardisasi  Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan 

Honorarium Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2012 
(Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1034); 

 

MEMUTUSKAN : 

   

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
MAGELANG NOMOR 30 TAHUN 2011 TENTANG STANDARDISASI INDEKS 
BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM 

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2012. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Standardisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium 

Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun  Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten 

Magelang Tahun 2011 Nomor 1031), diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam lampiran angka romawi I. INDEKS HONORARIUM jenis pekerjaan  

PEKERJAAN/ KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN OLEH TIM/ PANITIA urian pekerjaan 

angka 1 dan angka 2 diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati 

ini. 

2. Diantara angka 3 dan angka 4 kolom 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 3b. 

Honorarium Pejabat Pengelola Keuangan PPKD dengan besaran honorarium 

sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam angka romawi I. INDEKS HONORARIUM jenis pekerjaan PEKERJAAN 

KHUSUS, JABATAN, TUGAS uraian pekerjaan angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 

diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2012. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang. 

 

  Ditetapkan di Kota Mungkid 
pada tanggal  2 April 2012      

  
 

  BUPATI MAGELANG, 

     

              ttd 

   

  SINGGIH SANYOTO 

   

Diundangkan di Kota Mungkid 

pada tanggal 2 April 2012      

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG, 

 

                               ttd 

 

                             UTOYO 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2012 SERI A NOMOR 14 

 

 

 

 

 

 

 

 


